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Pasal 13 Qanun No.9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan
Adat Istiadat, menyebutkan terdapat beberapa persengketaan yang dapat
diselesaikan secara adat, salah satunya adalah penganiayaan ringan. Namun dalam
kenyataannya, yang terjadi di Kabupaten Pidie belum sepenuhnya sesuai dengan
aturan yang mengaturnya yaitu Pergub Aceh No.60 Tahun 2013 Tentang
Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan proses penyelesaian tindak
pidana penganiayaan ringan melalui peradilan adat, menjelaskan bentuk sanksi
adat yang diterapkan terhadap tindak pidana penganiayaan ringan, serta
menjelaskan hambatan dan upaya peradilan adat terhadap penyelesaian tindak
pidana penganiayaan ringan.
Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi dilakukan penelitian
kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan
data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, doktrin, jurnal hukum, dan
peraturan undang-undang yang berlaku, sedangkan penelitian lapangan untuk
mendapatkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan responden
maupun informan.
Hasil dari penelitian lapangan didapatkan bahwa proses penyelesaian secara
adat terhadap tindak pidana penganiayaan ringan belum sepenuhnya sesuai
dengan aturan yang mengaturnya dikarenakan terpengaruh masalah
pribadi/konflik kepentingan antara Keuchik/Tuha peut dengan korban/pelaku.
Bentuk sanksi adat yang diterapkan terhadap tindak pidana penganiayaan ringan
yaitu Nasehat, Teguran, Ganti kerugian, dan Sayam. Hambatan peradilan adat
terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan adalah peradilan adat
yang kurang profesional, pendekatan yang sulit, kurangnya pemahaman
masyarakat terhadap hukum adat dan peradilan adat. Adapun upayanya yaitu
pelatihan peradilan adat, pendekatan yang dilakukan berulang kali, sosialisasi
hukum adat dan peradilan adat terhadap masyarakat.
Disarankan kepada Pemerintah terkait agar membuat Lembaga Pengawas
Peradilan Adat Aceh yang dapat memantau dan mengawasi Peradilan Adat serta
dapat menerima laporan pengaduan dari masyarakat jika ada Peradilan Adat yang
sewenang-wenang, berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang
hukum adat dan peradilan adat, dan perlu di sosialisasikan Pergub ini agar
masyarakat dapat memahami mekanisme penyelesaian secara adat.


